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PERBEKEL MENGWl 'KABUPATEN BADUNG 
PERATURAN DESA MENGWl NOMOR 6 TAHUN 202S 

TENTANG l.APORAN KETERANGAN PEN'lELENGGARMN PEMERlNTAHAN DESA 
AKHlR T AHUN ANGGARAN 2024 DENG AN RAHMJ\T TUHAN 'l ANG MAHA ESA 

Menimbang : a. 

Mengingat 

PERBEKEL MENGWl , 
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan pasal 8 

Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 

46 Tahun 2016 tentang Laporan Kepala Desa, perlu dibuat 

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Akhir Tahun Anggaran 2024 yang disampaikan kepada BPD; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 

dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang 

Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa 

Akhir Tahun Anggaran 2024. 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang 

Pembentukan Daerah-daerah Tingkat 11 dalam Wilayah 

Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan 

Nusa Tenggara Timur tLembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 1655); 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentan; Des; 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 omor , 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indone~ia Nom~r 

5495) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhlr 
U dang Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang 

dengan n -
N 6 Tah n 

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang om~r u_ 
D 'Lembaran Negara Republik Indonesia 

2014 tentang esa \ Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara 
R ublik Indonesia Nomor 6914); 

ep 
. tah Nomor 43 Tahun 2014 tentang 

3. Peraturan Pemenn U d - Undang Nomor 6 Tahun 

Pelaksanaan n ang 
2014 

Peraturan 
R b\'k Indonesia Tahun 

2014 lLembaran Neg:~m:::an1 Negara Repub\ik Indonesia 

Nomor 123, Tambaha \ h diubah dengan Peraturan 

Nomor 5539), sebagaimana tea 2019 tentang Perubahan 
11 Tahun 

. N 

Pemerintah Nomor . th Repub\ik Indonesia omor 
Kedua atas Peraturan Pemenn a Undang - Undang 

tang Pe\aksanaan 
43 Tahun 2014 ten 

Desa tLembaran Negara 

Nomor 6 Tahun 2016 tenm;i19 Nomor 41, Tambahan 
d esia Tahun 

6321)· 

Republik In on . l donesia Nomor , 
Negara Repubhk n 

Lembaran 

. -



--
------------::::::::::::::::::=---lDl -_ ... , .. till Pemerintah N Dana ?esa yang Bersum~::~ 6~ Tahun 2014 Tentang 

Belan,ia Negara (Lemb R&aran Pendapatan dan 
Tahun 2014 Nomor t::n T Netara Republik Indonesia 
Re~ubl~k Indonesia Nomo~ s':1siahan Le~baran Negara 
kah d1ubah terakhir den an ' sebagaimana beberapa 
Nomor 8 Tahun 2016 g Le peraturan Pemerintahan 
Indonesia Tahun 2016 N ( mbaran Negara Republik 

N 
omor 57 Tambah Le 

egara Republik Indonesia Nomor ;864)· an mbaran 

5. Peraturan Menteri Dalam N . ' 
tentang p d . egen Nomor 111 Tahun 2014 

e oman Tekn1s Peraturan di Desa (Be . 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091)· nta Negara 

6. Peraturan Menteri Dal N . . , 
114 Tah am egen Repubhk Indonesia Nomor 
B . un 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa 

( enta Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 

2094); 
7 • Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 

tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republilc 
Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037); 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
46 Tahun 2016 tentang La.poran Kepala Desa (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1099); 

9 • Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 
20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa 
(Betita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 
611); 

10. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal 
dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 
2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 1203); 

11. Peraturan Daerah Kabupaten Badung Nomor 8 Tahun 2015 
tentang Keuangan Desa (Lembaran daerah Kabupaten 
Badung Tahun 2015 Nomor 8); 12. Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2018 tentang 
Oaftar Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usu\ dan 
Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Badung 
(Berita Oaerah Kabupaten Badung Tahun 2018 Nomor 30); 
Peraturan Bupati Badung Nomor 30 Tahun 2019 tentang 

13
• Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten 

1 

Badung Tahun 2019 Nomor 30); D Mengwi Nomor 07 Tahun 2018 tentang 

14. Peraturan esa 
Hak Asal usul dan 

Kewenangan Desa Berdasarkan D Mengwi 

Kewenangan Berskala Desa (Lembaran esa 

\ 

\ 

Tahun 2018 Nomor 07); 13 T hun 2024 tentan& 
15 Peraturan Desa Mengwi Nomor D a Tahun Anaaaran 

• 
d n Belanja esa co 

Anggaran Pendapatan a hun 2024 Nomor 13}; 
2025 (Lembaran Desa Mengwi Ta Tahun 2025 tentang 

M gwi Nomor 3 a.ran 
16. Peraturan Desa en . waban Realisasi An&82024 

Laporan Pertanggun&1.a Tahun Anggaran 
d BelanJa oesa ) 

Pendapatan an . Tahun 2025 Nomor 3 • 
(Lembaran Desa Mengwt 



Dengan Kesepakatan Bersama 

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MENOWI 

dan 

PERBEKEL MENOWI 

MEMUTUSKAN : 

Menetapkan PERATURAN DESA TENTANG LAPORAN KE1'ERANGAN 
PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DESA AKHIR TAHON 
ANGGARAN 2024. 

Pasal 1 

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2024 
dengan rincian sebagai berikut: 

1. Pendapatan Desa Rp. 35.581.679.172,92 
2. Belanja Desa 

a. Bidang Penyelenggaraan Pemerintah Desa Rp. 6.031.900.157,54 
b. Bidang Pelaksanaan Pembangunan Rp. 20.152.219.214,00 
C. Bidang Pembinaan Kemasyarakatan Rp. 5.663.495.600,00 
d. Bidang Pemberdayaan Masyarakat Rp. 755.720.000,00 
e. Bidang Penanggulangan Bencana, Darurat Rp. 169.200.000,00 

dan Mendesak Desa 
Jumlah Belanja Rp. 32.772.534.971,54 
Surplus/Defisit Rp. 2.809.144.201,38 

3. Pembiayaan Desa 
a. Penerimaan Pembiayaan Rp. 1.414.299.825, 13 
b. Pengeluaran Pembiayaan Rp. 110.000.000,00 

Selisih Pembiayaan ( a - b ) Rp. 1.304.299.825, 13 

4. SiLPA Tahun Berjalan Rp. 4.113.444.026,51 

Pasal 2 

Uraian lebih lanjut mengenai hasil pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Desa sebagaimana dimaksud Pasal 1, tercantum dalam lampiran 
Peraturan Desa ini yang terdiri dari : 

a. Lampiran I Rincian Kegiatan La.poran Penyelenggaraan Pemerintahan 
Desa; 

b. Lampiran II Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun 
2024; 

c. Lampiran III Rincian Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa 
Tahun 2024. 

Pasal 3 

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Desa ini. 



Pasal4 

raturan Deaa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang dapat mengetahui, memerintahkan pengundangan 

Peraturan Desa ini dalatn Lembaran Desa oleh Sekretaris Desa. 

Ditetapkan di Mengwi 

~~~ a tanggal 27 Maret 2025 

~
111MAN SUWARJANA 

Diundangkan di Mengwi 
al 27 Maret 2025 

ESAMENGWI, 

DESA MENGWI TAHUN 2025 NOMOR 6 
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